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ABSTRAK  
 
Ihsan Nur (B 111 09 252), dengan judul Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi 
Kasus Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2013). Di bawah bimbingan 
Bapak Muhadar selaku Pembiming I dan Ibu Nur Azisa selaku 
Pembimbing II. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
dalam Wilayah Hukum Pores Bulukumba serta upaya-upaya 
penanggulangannya. 
  
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, dengan memilih 
tempat penelitian di Polres Bulukumba, bertujuan untuk mendapatkan 
data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen.  
 
 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak dalam wilayah hukum Polres Bulukumba, adalah 1. Kealpaan;                    
2. Ketidakdisiplinan; 3. Ketidaktahuan; 4. Kelalaian; 5. Sarana/Prasarana 
Jalan. Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam 
menaggulanginya  adalah : dengan dilakukannya upaya preventif 
(pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah 
dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas 
khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya 
represifnya adalah melakukan tindakan berupa teguran, penyitaan dan 
penilangan. 
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BAB  I 
P E N D A H U L U A N  
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Dewasa ini, pembangunan di segala  bidang mengalami 
perkembangan yang begitu pesat dan sangat maju, baik sarana 
maupun prasarana. Salah satu pembangunan tersebut yaitu sarana 
pembangunan lalu lintas. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi jumlah 
kendaraan bermotor yang tidak dapat diimbangi dengan peningkatan 
prasarana jalan. 
  Ketidakseimbangan antara daya tampung jalan dengan 
peningkatan kendaraan bermotor, membawa akibat peningkatan 
pelanggaraan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Untuk 
mencegah pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat, maka 
diperlukan adanya kaidah hukum merupakahn pengamanan agar 
mencapai ketertiban berlalu lintas. 
  Kaidah hukum adalah salah satu kaidah yang diperlukan 
untuk mengantisipasi permasalahan hukum termasuk hukum yang 
mengatur masalah lalu lintas jalan.  Dalam suasana yang serba maju 
sekarang ini peranan lalu lintas mempunyai arti yang sangat penting. 
Hal ini bukan saja penting bagi kemajuan semata-mata, tetapi erat 
hubungannya dengan umat manusia. Di zaman sekarang ini dapat 
dibayangkan suatu kehidupan tanpa perhubungan lalu lintas. 
1 
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  Dalam membicarakan lalu lintas, tidak dilepaskan dari 
adanya kendaraan bermotor. Karena dengan kendaraan bermotor ini 
jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Banyak 
keuntungan yang diperoleh dari kendaraan bermotor ini, baik dari segi 
praktis maupun ekonomis. Dengan kendaraan bermotor segala 
sesuatu dapat ditempuh dengan cepat dan mudah. Siapapun merasa 
malas, seandainya ia harus pergi dari suatu tempat ke tempat lain 
atau dari suatu kota ke kota lain yang jauh jaraknya tanpa 
mempergunakan kendaraan bermotor. 
  Sangat terasa bahwa kendaraan bermotor memegang 
peranan penting baik di bidang ekonomi, pemerintahan maupun 
militer. Boleh dikatakan hampir semua kehidupan dan kebutuhan 
hidup kita menggunakan kendaraan bermotor. Suatu roda 
pemerintahan baru bisa berjalan lancar apabila sarana lalu lintas dan 
telekomunikasi berjalan dengan baik. Dengan makin banyaknya dan 
majunya peranan lalu lintas, terutama yang menggunakan kendaraan 
bermotor, diperlukan pengaturan yang lengkap dan efisien. Bentuk-
bentuk alat pengangkutan ini bukan saja untuk pengangkutan di darat, 
tapi juga ada alat pengangkutan di laut dan di sungai, serta alat 
pengangkutan di udara. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan 
lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa 
untuk berkompetensi dalam persaingan global serta untuk memenuhi 
tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintah 
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yang lebih baik, transparan, dan akutnabel, maka dirumuskan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang memuat berbagai terobosan yang visioner dan 
perubahan yang cukup signifikan sebagai pengganti Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh 
karena itu, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku efektif 
pada Januari 2010. Undang-undang ini dikeluarkan atas dasar 
semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi 
oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya. Guna mengantisipasi permasalahan yang 
sangat kompleks. 
  Selain itu, dalam undang-undang ini, pengaturan dan 
penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang 
sifatnya ringan, dikenakan sangksi pidana kurungan atau denda yang 
relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat 
unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. 
Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku 
pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. 
  Sudah menjadi rahasia umum bahwa akhir-akhir ini di kota-
kota besar, telah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
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oleh anak dengan mempergunakan kendaraan bermotor baik mobil 
maupun sepeda motor di jalan raya/jalan umum. 
  Masih lekat dalam ingatan kita semua mengenai kecelakaan 
lalu lintas yang terjadi pada anak musisi Ahmad Dhani yang berinisial 
AQJ, dimana pada saat terjadi kecelakaan, AQJ masih berumur 13 
tahun. Akibat kecelakaan itu, ajal menjemput enam korban di lokasi 
kejadian. Satu korban lain meninggal dunia setelah sempat menjalani 
perawatan di rumah sakit. Delapan orang korban lainnya harus 
dirawat karena terluka akibat tabrakan. 
  Disini dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas belum bisa 
teratasi dengan baik dikarenakan kurangnya wawasan berlalu lintas 
dan pengawasan dari orang tua.  
  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik 
untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dalam 
bentuk skripsi sebagai tugas akhir penyelesaian studi penulis. Adapun 
rumusan judul yang akan diambil oleh penulis adalah : “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh 
Anak (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2013)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
  Agar masalah dalam tulisan ini tidak terlalu luas maka 
penulis memberikan batasan pembahasan dengan rumusan sebagai 
berikut : 
5 
 
 
 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bulukumba ? 
 2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian 
menanggulangi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak di Kabupaten Bulukumba ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
 1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bulukumba. 
 2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian 
terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di 
Kabupaten Bulukumba. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
 1. Kiranya hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan dalam 
memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
pelanggaran lalu lintas di masyarakat, khususnya di Kabupaten 
Bulukumba. 
 2. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 
pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan ilmu 
Hukum Pidana Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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 3. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang 
membutuhkan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang 
mempelajari tentang Kriminologi. 
 4. Dapat melengkapi atau menambah khasanah kepustakaan 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Anak dan Kenakalan Anak 
 1. Pengertian Kriminologi 
   Kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari 
atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya 
kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk 
menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan”. 
   Nama Kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (Topo 
Santoso, 2010:9) seorang ahli antropologi Perancis, secara 
harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau 
penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. 
   Menurut W.A. Bonger (Topo santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2010:9) bahwa kriminolgi adalah “ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
   Melalui definisi ini Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2010:9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni yang mencakup :  
  1. Antropologi Kriminal 
   Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
7 
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pertanyaan tentang orang jahat dalam tubbuhnya mempunyai 
tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku 
bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
  2. Sosiologi Kriminil 
   Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam 
ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan 
dalam masyarakat. 
  3. Psikologi Kriminil 
   Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 
sudut kejiwaannya. 
  4. Psikoptaologi dan Neuropatologi Kriminil 
   Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
  5. Penology 
   Adalah ilmu tentang tembuh dan berkembangnya hukuman. 
  Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa : 
  1. Hygiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-
undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang 
dillakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
  2. Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan 
dimana kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang 
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melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor-faktor 
ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan 
keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 
semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
  3. Kriminalistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan 
teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
   Sutherland (Alam. A.S., 2010:3) merumuskan kriminologi 
adalah “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian 
dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon)”. Menurut 
Sutherland, bahwa kriminilogi “mencakup proses-proses 
pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas 
pelanggaran hukum”. Lanjut menurut Sutherland, kriminolgi dapat 
dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 
  1. Sosiologi Hukum 
   Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum. Disini 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 
(khususnya hukum pidana). 
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  2. Etiologi kejahatan 
   Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 
musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan 
merupakan kajian yang paling utama. 
  3. Penologi 
   Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
   Sutherland (Alam. A.S., 2010:1) mengemukakan bahwa 
kriminologi adalah “keseluruhan pengetahuan yang membahas 
kejahatan sebagai suatu gejala sosial”. Di dalam pembahasan ini  
termasuk proses pembuatan undang-undang, proses-proses ini 
meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-
hubungan sebab akibat yang saling berhubungan. 
   Sedangkan menurut Noach (Alam. A.S., 2010:2) bahwa 
kriminolgi adalah “ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan 
prilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam 
prilaku jahat dan perbuatan tercela itu”. 
   Lanjut Bonger (Alam. A.S., 2010:2) mengemukakan 
definisi bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang 
mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala 
kejahatan seluas-luasnya”. Menurut Bonger, mempelajari 
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kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya 
mempelajari tentang patologi sosial. 
   Menurut Soedjono Dirjosisworo (Alam. A.S., 2010), 
menguraikan pengertian kriminologi adalah : 
  “Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan 
pencegahan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumber-sumber berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian dapat 
ditambahkan dengan pelaksanaan penyelidikan tentang teknik 
kejahatan dan kriminalistik, artinya ilmu pengetahuan tentang 
pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. Oleh karena itu menurut Abdulsyani secara sederhana 
kriminologi dapat juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gajala-gejala 
sosial”. 
 
   Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat 
melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu – menyelidiki – 
mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan 
kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi 
kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, 
karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah 
selayaknya mempelejari hak-hak yang berhubungan dengan 
kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan 
tidak dapat dipisahkan. 
   Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas 
mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut 
beberapa pengertian mengenai kejahatan. 
   Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah 
kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu 
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tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat 
dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi 
pidana (Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw 
tegen de staat bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini 
dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang 
terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu 
adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. 
Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, 
yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun 
harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. 
Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan 
tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu 
tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi 
(pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan 
yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi 
sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan 
kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan 
kriminologis). 
   Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan 
dalam kriminologi hampir semua bidang pengetahuan ilmiah itu 
sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat 
kontoversional dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada 
dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. 
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Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak 
menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya 
merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan 
memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun 
terhadap keluarganya. 
 
 2. Pengertian Anak 
   Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah 
masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan 
diskriminasi. 
   Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di 
Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku 
penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak 
merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud 
kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan 
beralihnya status anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek 
hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap 
perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. 
   Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:7) “pengertian 
anak dari segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan 
hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan 
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sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai 
subjek hukum”. 
   Lebih lanjut Maulana Hasan Wadong (2003:3) 
mengemukakan bahwa “anak diartikan sebagai kelompok 
masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong 
tidak mampu atau dibawah umur”. 
   Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang 
tertuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara 
lain :  
  1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
  2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak 
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal 
ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang 
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
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  3. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah 
setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya. 
  4. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang 
yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin. 
  5. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
47 ayat (1) dikatakan bahwa batasan untuk disebut seorang 
anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum 
pernah melakukan perkawinan. 
  6. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 bahwa 
batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa 
tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun 
dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim 
dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (3) 
KUHAP). 
  7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 
ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur 
dibawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan 
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praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim 
dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang 
tuanya, wali atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, 
diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga 
dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, Pasal 
46, Pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 67 
Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
   Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 tahun dan belum menikah. 
 
 3. Pengertian Kenakalan Anak 
   Kenakalan anak diambil dari istilah Juvenile delinquency, 
tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam 
Pasal 489 KUHP. Istilah Juvenile delinquency, berasal dari 
juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik 
pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja ; 
sedangkan delinquency artinya wrong doing, terabaikan/ 
mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,             
a-sosial, liminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, 
penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain 
(Nashriana, 2011 : 25). 
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   Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada 
badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka 
membentuk suatu Undang-undang peradilan bagi anak di negara 
tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang 
menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok 
yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah 
menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar 
hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian 
kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat 
anti sosial. 
   Menurut Kartini Kartono (Wagiat Soetojo, 2006 : 9) bahwa 
yang dimaksud dengan Juvenile deliquency adalah prilaku jahat/ 
dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan 
gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja 
yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga 
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang 
menyimpang. 
   Adapun Paul Moedigno (Romli Atmasasmita, 1983:22) 
memberikan perumusan, mengenai pengertian Juvenile 
deliquancy yaitu sebagai berikut : 
  a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan 
suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan deliquancy. Jadi 
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semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti 
mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya. 
  b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok 
tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, 
misalnya memakai celana jeans tidak sopan, mode you 
cansee dan sebagainya.  
  c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan 
bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain. 
   Romli Atmasasmita (1983:40) memberikan pula 
perumusan Juvenile deliquancy, yaitu sebagai berikut : setiap 
perbuatan atau tingkah laku seseorang dibawah umur 18 tahun 
dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-
norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan 
perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. 
   Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan 
batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal 
dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa 
kenakalan anak adalah : 
  1. Anak yang melakukan tindak pidana; 
  2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
19 
 
 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
   Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan 
tentang kenakalan anak menunjukkan bahwa Juvenile deliquancy  
adalah prilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar 
norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut 
sebagai kejahatan. 
 
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas 
 1. Pengertian Pelanggaran 
   Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak 
pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan 
(misdrijve) dan pelanggaran (overtrdingen). Alasan pembedaan 
antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih 
ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada 
hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya 
sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini 
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi 
ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-
undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai 
berikut : 
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  1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran d i Indonesia, maka dipandang tidak perlu 
dituntut. 
  2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
  3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung 
pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran (Amir Ilyas, 
2012:29). 
   Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas 
dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah : 
  1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam Undang-undang pidana. 
  2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan 
daripada kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya. 
   Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah 
melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya 
sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada 
undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah 
menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum 
dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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 2. Pengertian Lalu Lintas 
   Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai 
gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke 
tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana umum. 
Sebagaimana menurut W.J.S Poerwadarminta (1989:555) bahwa 
pengertian lalu lintas adalah sebagai berikut : 
 “lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal 
perjalanan,s erta perihal perhubungan antara satu tempat 
dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan 
udara, darat dan sebagainya”. 
 
   Namun pengertian lalu lintas dalam Undang-undang No. 
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 
1 butir yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di 
ruang lalu lintas jalan, sementera yagn dimaksud dengan ruang 
lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak 
pindah kendaraaan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan 
dan fasilitas pendukung. 
 
 3. Pelanggaran Lalu Lintas  
   Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu 
lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud 
adalah pelanggaran terhadap larang-larangan dan keharusan dari 
ketentuan di bidang lalu lintas. Dapat juga dikatakan bahwa 
pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang 
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dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas. 
   Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah apa 
yang diatur dalam Pasal 105 Undang-undang No. 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : 
  Setiap orang yang menggunakan jalan wajib : 
  a. Berprilaku tertib; dan/atau 
  b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 
atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. 
   Dengan demikian maka yang dimaksud dengan 
pelanggaran lalu lintas adalah segala perbuatan atau tindakan 
seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
C. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum 
 1. Kesadaran Hukum 
   Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi 
hokum demi meningkatkan kesadaran hukum positif, baik dari 
warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan 
penegak hukum. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum ada 
dua macam : 
  a. Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum” 
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  b. Kesadaran hukum negative, identik dengan “ketidaktaatan 
hukum” 
   Menurut Ewick dan Silbey (Achmad Ali, 2009:298), 
kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya 
merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan 
kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai 
prilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”. 
   Lanjut Krabbe (Achmad Ali, 2009:299) mengemukakan 
bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau 
nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum 
yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 
   Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, 
belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati 
suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran 
seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu 
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat 
dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau dia tidak mencuri, 
maka anak satu-satunya yang sedang sakit keras akan 
meninggal, karena tidak ada biaya pengobatan. 
   Atau contoh lain, seseorang yang mempunyai kesadaran 
hukum bahwa melanggar lampu merah di “traffic light” adalah 
pelanggaran hukum, menyadari pula bahwa hanya polisi yang 
berwenang untuk menangkap dan menilangnya; orang itu, dengan 
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kesadaran hukumnya tadi, belum tentu tidak melanggar merah. 
Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar traffic light, maka 
orang itu, karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri 
suatu acara penting, mungkin saja melanggar lampu merah, sekali 
lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan 
tertangkap dan tidak akan dikenai tilang, karena tidak ada seorang 
pun polisi di sekitar itu. 
   Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A (Achmad Ali, 
2009:301) mengemukakan empat indicator kesadaran hukum, 
yaitu : 
  a. Pengetahuan tentang hukum; 
  b. Pemahaman tentang hukum; 
  c. Sikap terhadap hukum; dan 
  d. Perilaku hukum. 
   Ewick dan Silbey (Achmad Ali, 2009:314) membedakan 
beberapa jenis “kesadaran”, sebagai berikut : 
  a. Consciousness as attitude (kesadaran sebagai sikap); 
  b. Consciousness as epiphenomenon (kesadaran sebagai 
epiphenomenon); dan 
  c. Consciousness as cultural practice (kesadaran sebagai praktik 
kultural) 
   Selanjutnya, Ewick dan Silbey (Achmad Ali, 2009:314) 
menjelaskan ketiga jenis “kesadaran” tersebut. 
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  a. Consciousness as Attitude (Kesadaran sebagai Sikap); 
    Beberapa ilmuwan menggunakan konsep kesadaran 
sebagai gagasan-gagasan dan sikap-sikap dari individu-
individu yang menentukan bentuk dan tekstur kehidupan 
sosial. 
    Secara singkat, konsep tentang kesadaran ini, 
menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua 
ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok 
sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, 
komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum, dan 
masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan 
bersama individu-individu. 
    Tradisi liberal klasik, baik dalam teori politik maupun teori 
hukum, menggunakan konsep kesadaran ini. Menurut 
pendekatan ini, masyarakat politis adalah suatu asosiasi 
individu-individu yang menentukan dirinya sendiri, yang 
menyatukan keinginan-keinginan mereka dan mengumpulkan 
kekuasaan mereka di dalam Negara, untuk tujuan-tujuan 
kepentingan diri sendiri yang sama-sama menguntungkan. 
Dalam hal ini, kesadaran terdiri atas, baik nalar maupun 
keinginan (hasrat), meskipun demikian, menurut ideology 
liberal, keinginan, yang tetap tidak dikaji dan tidak dijelaskan, 
adalah bagian yang menggerakkan aktif, atau primer dari diri. 
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Apa yang membedakan orang yang satu dari yang lain, 
bukanlah bahwa mereka memahami dunia secara berbeda, 
tetapi bahwa mereka menginginkan hal-hal yang berbeda, 
bahkan ketika mereka berbagi pemahaman yang sama 
tentang dunia tersebut. Disini, personalitas manusia menjadi 
terlepas dari sejarah; manusia dapat dan memang membuat 
sejarah.  
    Dengan mengikuti konsep “sikap” tentang “kesadaran 
hukum” ini, banyak ilmu sosial Amerika pasca-Perang Dunia II 
yang berusaha untuk mendokumentasikan variasi dalam 
keyakinan-keyakinan, sikap-sikap dan tindakan-tindakan 
diantara para warga Amerika, sebagai suatu sarana untuk 
menjelaskan bentuk dari institusi-institusi politik dan institusi-
institusi hukum Amerika. Ironisnya, meskipun terdapat focus 
sentral pada kapasitas dari keinginan-keinginan, keyakinan-
keyakinan, dan sikap-sikap individual, untuk membentuk 
dunia, tetapi riset yang dihasilkan, bukannya menggambarkan 
variasi individual, sebaliknya consensus normative mendalam, 
yang berbasis luas. Sementara para warga mengekspresikan 
skeptisisme yang permanen tentang keadilan institusi-institusi 
hukum, mereka tampak terikat, baik terhadap disukainya 
maupun terhadap kemungkinan merealisasikan ideal-ideal 
hukum untuk perlakukan yang sama dan adil. 
27 
 
 
  b. Consciousness as Epiphenomenon (Kesadaran sebagai 
Epiphenomenon) 
    Di ujung lain dari continuum konsep-konsep “kesadaran”, 
beberapa ilmuwan menganggap ”kesadaran” sebagai produk 
samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen 
formatif dalam membentuk struktur-struktur. Dengan demikian, 
para ilmuwan strukturalis dan Maxis, berargumentasi bahwa 
individu-individu adalah pembawa-pembawa dari hubungan-
hubungan sosial, dan sebagai konsekuensinya, adalah 
hubungan-hubungan sosial, bukannya individu-individu, itulah 
yang merupakan objek analisis yang tepat. 
    Mengikuti perspektif ini, maka beberapa ilmuwan 
memandang hukum maupun kesadaran hukum, sebagai 
Epiphenomenon, yaitu, suatu struktur ekonomi terpenting 
untuk memproduksi suatu tertib hukum yang berkaitan atau 
yang tepat. Karya ini sering menggambarkan bagaimana 
kebutuhan-kebutuhan produksi dan reproduksi kapitalis, 
membentuk perilaku dan kesadaran hukum. Kajian-kajian 
memfokuskan pada produksi dan praktik hukum, akomodasi 
kepentingan-kepentingan kelasnya, dan sratifikasi serta 
ketidakadilan-ketidakadilan yang dihasilkan. 
    Riset belakangan dalam perspektif strukturalis ini, 
menunjukkan bahwa tertib hukum berkembang sebagai 
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tanggapan terhadap konflik-konflik dan ketidakkonsistenan 
yang dihasilkan oleh mode produksi kapitalis, ketimbang 
sebagai suatu instrument langsung dari kepentingan-
kepentingan kelas tertentu. 
    Suatu pandangan alternative di dalam tradisi strukturalis, 
memandang bahwa “kesadaran hukum” adalah salah satu dari 
cara-cara, yang di dalamnya, organisasi-organisasi sosial 
menghasilkan sarana-sarana untuk mewenangkan, 
menopang, dan memproduksi dirinya sendiri. Dengan 
memfokuskan pada pelegitimasian fungsi-fungsi hukum, maka 
riset memberi gambaran tentang cara-cara, yang di dalamnya 
hukum membantu orang-orang untuk memandang dunia-
dunia mereka, baik privat maupun public, sebagai sesuatu 
yang alami, ketimbang sebagai sesuatu yagn dibentuk melalui 
interaksi sosial. 
  c. Conciousness as Cultural Practice (Kesadaran sebagai 
Praktik Kultural) 
    Kita telah menjumpai bahwa ketika kita mendengarkan 
kisah-kisah yang disampaikan oleh orang-orang kepada, 
tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, tentang 
lingkungan-lingkungan tetang mereka, tentang membeli dan 
menjual barang-barang, tetang berurusan dengan para 
pejabat public di sekolah-sekolah, para aparat pemerintah 
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local, dan pencatatan-pencatatan, mereka juga 
mengungkapkan kompleksitas yang menyimpang dari konsep-
konsep ini. 
    Ewick dan Susan (Achmad Ali, 2009:319) beranggapan 
bahwa kita menganggap kesadaran sebagai bagian dari suatu 
proses timbal balik, yang di dalamnya makna-makna diberikan 
oleh individu-individu kepada dunia mereka, hukum serta 
institusi-institusi hukum sebagai bagian dari dunia tersebut, 
menjadi berulang, berpola, dan distabilkan, struktur-struktur 
yang dilembagakan tersebut, menjadi bagian dari sistem-
sistem makna, yang digunakan oleh individu-individu. 
    Selanjutnya Ewick dan Silbey (Achmad Ali, 2009:320), 
menguraikan bahwa jika dikonseptualisasikan dengan cara ini, 
maka kesadaran tidaklah permanen, tidak stabil, tidak uniter, 
atau tidak konsisten. Sebagai gantinya, kita melihat 
“kesadaran hukum” sebagai sesuatu yang bersifat local, 
kontekstual, pluralistis, yang diisi dengan konflik dan 
kontradiksi. Gagasan-gagasan, interpretasi-interpretasi, 
tindakan-tindakan dan cara-cara beroperasi, yang secara 
kolektif mempresentasikan “kesadaran hukum” seseorang, 
dapat bervariasi sepanjang masa (untuk mencerminkan 
pembelajaran dan pengalaman) atau di seluruh interaksi 
(untuk mencerminkan objek-objek, hubungan-hubungan atau 
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tujuan-tujuan yang berbeda). Hingga kadar bahwa kesadaran, 
muncul dalam praktik sosial dan ditempa di dalam dan di 
sekitar peristiwa-peristiwa dan interaksi-interaksi yang 
disituasikan (sengketa dengan tetangga, kasus pidana, tukang 
leding, yang tampaknya bekerja hanya beberapa jam, tetapi 
menuntut banyak jam), seseorang mungkin mengekspresikan, 
melalui kata-kata atau tindakan-tindakan, kesadaran yang 
multifacet, kontradiktif, dan beraneka ragam. 
    Ewick dan Silbey (Achmad Ali, 2009:321) lebih jauh 
mengemukakan bahwa meskipun kesadaran hukum dapat 
muncul, menurut perspektif ini, merupakan kemunculan baru, 
bersifat kompleks, dan bergerak, tetapi juga harus diketahui 
bahwa kesadaran hukum mempunyai bentuk dan pola. 
Variasi-variasi yang memungkinkan dalam kesadaran hukum, 
dibatasi secara situasional dan organisasional. Ketimbang 
berbicara tentang makna sebagai suatu proses yang 
diindividualkan, kita menekankan bahwa di dalam setiap 
situasi atau lingkungan, hanya terdapat sejumlah terbatas, 
interpretasi-interpretasi yang tersedia untuk melekatkan 
makna kepada hal-hal dan peristiwa-peristiwa. Sama halnya, 
akses ke dan pengalaman dengan situasi-situasi yang 
darinyalah interpretasi-interpretasi muncul dan tersedia secara 
berbeda. Dalam hal ini, perhatian kepada kesadaran, 
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menekankan konstruksi kolektif dan penghalang-penghalang 
yang bekerja di dalam setiap lingkungan atau komunitas dan 
juga kerja subjek dalam membuat interpretasi-interpretasi dan 
melekatkan makna-makna. 
 
 b. Ketaatan Hukum 
   Gad Barzilai (Achmad Ali, 2009:343) menguraikan antara 
lain bahwa hukum berbeda dari bidang lain dalam kehidupan 
manusia, hukum berbeda dari seni, ilmu, dan disiplin professional 
yang lain; struktur hukum pada dasarnya berbasis pada kewajiban 
dan tidak di tas komitmen. Sebagai contoh, perbedaan antara 
komitmen etika “nonobligatory” dari seorang dokter gigi yaitu 
berupa kesanggupan untuk menyediakan pasiennya dengan 
kemungkinan terbaik dalam perawatan medis, yang 
memungkinkan untuk dibayangkan sebelumnya, dan kewajiban 
hukum kepada pasioen dari dokter gigi dan bahwa negaralah yang 
berwenang untuk memberikan izin berpraktik bagi sang dokter 
gigi. 
   Secara tipikal, pelanggaran etika terhadap suatu 
komitmen tertentu, dapat menyebabkan si pelanggar komitmen 
etika mendapat ganjaran sanksi sosial, walaupun pelanggaran 
tersebut ada kemungkinan sekaligus dapat memperoleh ganjaran 
sanksi pidana dan sanksi perdata. Terdapat ketidaksamaan antara 
hukum serta agama dalam konteks ini. Seseorang pemeluk 
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agama tertentu dapat meyakini dengan penalaran religiusnya, 
bahwa dia tidak hanya terikat pada komitmen religious, tetapi juga 
pada kewajiban religius. Meksipun demikian, suatu kegagalan 
untuk mengamati suatu komitmen religious, yang oleh negara 
ternyata tidak ditransformasikan kedalam suatu norma hukum, 
berakibat tidak adakan dapat diganjar dengan sanksi pidana 
maupun sanksi perdata. Kekuasaan hukum yang bersifat politis, 
adalah senantiasa bersandar pada adanya kewajiban berupa 
ketaatan subjek hukum yang dapat dilaksanakan. 
   Kemudian dalam tahap berikutnya, para ilmuwan 
memperdebatkan pertanyaan tetang mengapa dan bagaimana 
individu-individu serta organisasi menaati hukum. Kajian untuk 
menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, berfokus pada 
pencegahan, tekanan kelompok sosial, moralitas individual, dan 
rasionalitas untuk menjelaskan ketaatan. 
   Teori pencegahan (deterrent) cenderung melihat terutama 
pada peranan sanksi criminal dalam memaksakan ketaatan. 
Apakah ancaman sanksi mencegah seseorang yang secara 
potensial dapat menjadi pelanggar? Apakah penghukum 
pelanggar lebih memungkinkan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan di masa depan? Apakah kekejaman suatu hukuman 
berperanan dalam keputusan seseorang untuk mencegah 
rencananya melakukan suatu tindakan kriminal? Apakah 
33 
 
 
seseorang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar hukum, 
memang membuat pertimbangan dengan menganalisis secara 
saksama kemungkinan diterapkannya hukuman jika ia melakukan 
tindakan kriminal? 
   Dalam berbagai literature diuraikan bahwa ternyata 
seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain 
akibat factor jera atau takut setelah menyaksikan atau 
mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan 
terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja 
seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain 
atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang 
keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat 
mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin 
saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan 
hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang 
individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan 
hukum, juga karena alasan moral. 
   Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan 
kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C 
Kelman (Achmad Ali, 2009:347) : 
  a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. 
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Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan 
pengawasan yang terus-menerus. 
  b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan pihak lain menjadi rusak. 
  c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
   Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H. C Kelmann 
tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya 
karena compliance, dan tidak karena identification atau 
internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati 
aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis 
ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang 
cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia 
dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya 
dengan pihak lain. 
   Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu 
aturan hukum dan perundang-undangan dianggap tidak efektif 
berlakunya, maka jawabannya adalah : 
  a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya; 
  b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya 
ketaatan yang bersifat “compliance” atatau “identification”. 
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Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga 
masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-
undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau 
perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan. 
    Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan 
tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran 
ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai 
bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus 
ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga 
masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-
undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “compliance” atau 
“identification” saja, berarti kualitas efetivitasnya masih rendah; 
sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya “internalization”, 
maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau 
perundang-undangan itu.  
  
D. Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas 
  Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat kita ketahui 
pasal-pasal yang mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan 
yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. 
 Pasal 316 ayat (1) adalah : 
 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 
ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, 
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Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 
287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, 
Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 
298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, 
Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 
309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. 
  Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja 
maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung 
jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan 
unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 316 (1) Undang-undang 
No. 22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 
 
 Pasal 274 adalah : 
 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak                   
Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).   
 (2)  Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang  yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). 
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 Pasal 275 ayat (1) adalah : 
 (1) Setiap orang yang melakukan  perbuatan yang mengakibatkan  
gangguan pada  fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat 
pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
 
 Pasal 276 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam 
trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Pasal 278 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat 
atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan  
berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, 
dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)  dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
   
38 
 
 
 Pasal 279 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
 Pasal 280 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor  di Jalan 
yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)  dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 
 
 Pasal 281 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak memiliki  Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah). 
 
 Pasal 282 adalah : 
 Setiap Pengguna Jalan yang tidak  mematuhi perintah yang diberikan 
oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
  
 Pasal 283 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh 
suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 
mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
  
 Pasal 284 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 
 
 Pasal 285 adalah : 
 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang 
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 
kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk 
arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, 
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dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2)  dan ayat (3) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 
empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 
yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, 
lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, 
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, 
bumper , penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
 
 Pasal 286 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat 
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)  juncto Pasal 48 
ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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 Pasal 287 adalah : 
 (1)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan 
dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  (2) Setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar  
aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah).   
 (3)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan 
Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah).  
 (4)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama 
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bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan 
dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 (5)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling 
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g 
atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah).   
 (6)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan 
penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Pasal 288 adalah : 
 (1)  Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor  di Jalan 
yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)  huruf a 
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).   
 (2)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)  huruf b 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah).   
  (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil 
bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 
tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda 
lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)  
huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
 
 Pasal 289 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau 
Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak 
mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
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 Pasal 290 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan 
Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-
rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan 
helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Pasal 291 adalah : 
 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak  
mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).   
 (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang 
membiarkan penumpangnya tidak  mengenakan helm 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Pasal 292 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta 
samping yang  mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan 
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pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
  
 Pasal 293 adalah : 
 (1)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah).   
 (2)  Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah). 
 
 Pasal 294 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan 
lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah).   
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 Pasal 295 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
  
 Pasal 296 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada 
perlintasan  antara  kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika 
sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, 
dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 
huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
 
 Pasal 297 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b  dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
 
 Pasal 298 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak 
memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau 
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isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
  
 Pasal 299 adalah : 
 Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang 
dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, 
menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan 
lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda 
paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
  
 Pasal 300 adalah : 
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 
setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang :  
 a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak 
menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau 
mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) 
huruf c; 
 b.  Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan 
dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau c. tidak menutup pintu kendaraan 
selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
124 ayat (1) huruf e. 
 
 Pasal 301 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan 
barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas 
jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
 Pasal 302 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum 
angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah 
ditentukan, mengetem,  menurunkan penumpang selain di tempat 
pemberhentian,  atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan 
dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Pasal 303 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut 
orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana 
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kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
  
 Pasal 304 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan 
tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di 
sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak 
sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan  pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau  denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah). 
  
 Pasal 305 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi  ketentuan tentang 
persyaratan keselamatan, pemberian  tanda barang, Parkir, bongkar 
dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
 Pasal 306 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang 
tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan  pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau  denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
  
      Pasal 307 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan 
Umum Barang yang tidak  mematuhi ketentuan mengenai tata cara 
pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah).    
 
      Pasal 308 adalah : 
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap 
orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor Umum yang: a. 
tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173  ayat (1) huruf a; b. tidak 
memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;  c. tidak 
memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat 
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau 
Pasal 311; d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173.   
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       Pasal 309 adalah : 
 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk 
penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim 
barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 
 
 Pasal 310 adalah : 
 (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).   
 (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).   
 (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah).    
 (4)  Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).     
 
      Pasal 311 adalah : 
 (1)  Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan  Kendaraan 
Bermotor dengan cara atau keadaan  yang membahayakan bagi 
nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah).   
 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat 
juta rupiah). 
 (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan 
dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling 
banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 
 (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).  
 (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau 
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah).   
      
 Pasal 312 adalah : 
 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan 
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan 
Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, 
huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).  
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 Pasal 313 adalah : 
 Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan 
penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 
 
E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
 1. Lahir sebagai penjahat (Born Criminal) 
   Teori Born Criminal (penjahat yang dilahirkan) dari Cesare 
Lambroso yang dijuluki bapak kriminologi modern menyatakan 
bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah 
dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang 
mirip kera dalam hal sifat bawan dan watak dibanding mereka 
yang bukan penjahat lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin 
tentang evolusi manusia. Dalam perkembangan teorinya 
Lambroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dari sifat-
sifat fisiknya, mereka dapat dibedakan dari non kriminal melalu 
beberapa atavistic stigmata ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap 
awal perkembangan. Lambroso beralasan bahwa seringkali para 
penjahat memiliki lahan yang besar dan gigi taring yang kuat. 
Menurutnya seorang individu yang lahir dengan salah satu dari 
lima stigmata adalah seorang born criminal (penjahat yang 
dilahirkan). 
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 2. Teori Anomie 
   Ahli sosiologi Prancis Emile Durkheim mengatakan bahwa 
penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si 
individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. 
Anomie dalam teori Dukheim juga dipandang sebagai kondisi 
yang mendorong sifat individualistik (memenangkan diri sendiri/ 
egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan 
ini akan diikuti dengan prilaku menyimpang dalam pergaulan 
masyarakat. 
 
 3. Teori Kontrol Sosial 
   Pengertian kontrol sosial merujuk pada pembahasan 
deliquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel 
yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, 
dan kelompok dominan. 
   Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial antara lain : 
  a. Albert J. Reiss, Jr. 
      Reiss mengemukakan bahwa ada tidak komponen  
dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja,  
yaitu : 
   1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-
anak. 
   2) Hilangnya kontrol tersebut 
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   3) Tidak adanya norma-norma sosial sosial atau konflik 
antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau 
di lingkungan dekat. 
  b. Travis Hirchi 
     Tahun 1969 Travis Hirschi telah mengemukakan teori 
kontrol sosial paling handal dan populer. Hirschi dengan 
keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol 
sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai 
konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi sependapat 
dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang 
mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang 
kesusilaan. Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan 
tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya 
keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah dan lembaga 
lainnya. 
     Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds 
meliputi empat unsur, yaitu : 
   1) Attachment (keterikatan) 
    Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, 
atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau 
menghambat yang bersangkutan untuk melakukan 
kejahatan. 
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  2) Involvement (keterlibatan) 
    Bahwa frekuensi kegiatan postif (belajar tekun, anggota 
pramuka, panjat tebing), dan lain-lain. Cenderung 
menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam 
kejahatan. 
   3) Commitment (pendirian kuat yang positif) 
    Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam 
masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi 
yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap 
dijaga untuk mewujudkan cita-citanya. 
   4) Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) 
    Merupakan unsur yang mewujudkan kemampuan 
seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam 
masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang 
menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta 
merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. 
 
F. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan  
  Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” 
(Criminal Police). Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan 
yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (Social Police) yang terdiri dari 
“kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial” (Social Wellfare Police) 
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dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (Social 
Devence Police). (Barda Nawawi, 2010:77) 
   Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan 
kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana 
“penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“penal 
police”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif 
(penegakan hukum pidana in cranceto) harus memperhatikan dan 
mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa 
“social wellfare” dan “social devence”. 
  Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu : 
 1. Pre-Emtif 
   Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan 
dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun 
ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak 
ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Contohnya, di tengah malam pada 
saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan 
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berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada 
waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi 
dibanyak negara seperti singapura, sidney, dan kota besar lainnya 
di dunia. Jadi dalam upaya Pre-Emtif faktor NIAT tidak terjadi. 
 
 2. Preventif  
   Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh : ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan 
itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif kesempatan 
ditutup.  
 
 3. Represif 
   Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
emfocement) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB  III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Lokasi Penelitian 
  Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba dengan 
pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat 
wilayah tersebut. Adapun tempat penelitian tersebut adalah Kantor 
Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
 1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan 
melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. 
Dalam hal ini adalah Anggota Polisi Kesatuan Lalu Lintas Polres 
Bulukumba 
 2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak 
langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi 
atau lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang 
ada relevansinya dengan penelitian ini; 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 
dua, yakni : 
 1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan; 
 2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan 
yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
  Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara 
akan  dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan 
mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di 
Kabupaten Bulukumba. 
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BAB  IV 
P E M B A H A S A N 
 
 
A.  Data Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di 
Kabupaten Bulukumba  
  Lalu lintas adalah salah satu faktor penting yang menunjnag 
kemajuan suatu kota, karena dengan adanya lalu lintas, maka 
kegiatan sosial apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 
Akan tetapi, saat ini justru dengan kemajuan dan perluasan lalu lintas 
sering menjadi faktor rendahnya kualitas hidup di kota. Salah satunya 
adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang belum 
menyadari pentingnya mematuhi peraturan, terutama pada saat 
menggunakan lalu lintas. 
  Dari data yang kami peroleh dari Satlantas Polres 
Bulukumba, maka kami akan memaparkan hasil tersebut ke dalam 
bentuk tabel sebagai berikut : 
TABEL I 
JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS (TAHUN 2011-2013) 
NO TAHUN JUMLAH PELANGGARAN 
1 2011 2.790 
2 2012 2.193 
3 2013 1.786 
Jumlah  6.769 
 Sumber : Data (Pembinaan dan Operasional) SATLANTAS POLRES 
Bulukumba  
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  Dari sumber yang penulis dapatkan oleh Staf Pembinaan 
dan Operasional Satlantas Polres Bulukumba dapat penulis 
kemukakan bahwa, jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2011 
sampai 2013 mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut : 
Secara umum, pada Tahun 2011 terjadi 2.790 kasus pelanggaran lalu 
lintas, dimana pelanggaran tersebut mencakup seluruh aspek 
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba. 
Begitu pula di Tahun 2012 terdapat 2.193 kasus pelanggaran berlalu 
lintas yang di alami oleh penduduk setempat. Sedangkan pada Tahun 
2013, penulis menemukan data penurunan angka / presentase 
pelanggaran sebanyak 1.786 kasus.  
  Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, 
secara umum dari data Satlantas Polres Bulukumba di tahun 2011 
hingga sekarang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten 
Bulukumba semakin minim, salah satu penyebab turunnya presentase 
pelaku pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh salah satu faktor 
diantaranya, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang aturan 
berlalu lintas serta maksimalnya upaya sosialisasi instasi terkait 
sebagai upaya tindak lanjut guna mengaplikasikan Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
 
 
64 
 
 
TABEL II 
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
TINGKATAN UMUR (TAHUN 2011-2013) 
NO UMUR 
TAHUN 
2011 2012 2013 
1 10 s/d 17 TAHUN 1.082 1.018 860 
2 18 s/d 25 TAHUN 897 588 492 
3 26 s/d 35 TAHUN 533 334 273 
4 35 TAHUN KE 
ATAS 
278 253 161 
Jumlah 2.790 2.193 1.786 
 Sumber : Data (Pembinaan dan Operasional) SATLANTAS POLRES 
Bulukumba  
  Dari data di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kasus pelanggaran yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten 
Bulukumba bervariasi sesuai tingkatan umur, diantaranya anak yang 
berumur 10 tahun hingga 17 tahun sejak tahun 2011 terdapat 1.082 
kasus pelanggaran, pada tahun 2012 terjadi pelanggaran kasus 
sebanyak 1.018 dan sedangkan pada tahun 2013 hanya terdapat 860 
kasus pelanggaran. Bagitu juga tingkatan umur di atas 17 tahun 
terdapat pula siklus pelanggaran lalu lintas yang bervariasi. Misalnya 
pada umur 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, 36 sampai 40 
tahun dan 40 tahun ke atas sejak tahun 2011 hingga 2013 terdapat 
siklus presentase pelanggaran yang menurun, terbukti pelanggaran 
lalu lintas antara di tahun 2011, 2012 hingga 2013 jumlah pelaku 
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pelanggar lalu lintas secara umum mengalami penurunan. Faktor 
penyebab terjadinya pelanggaran berlalu lintas sebagaimana yang 
terjadi pada masyarakat Kabupaten Bulukumba, penulis akan uraikan 
pada pembahasan berikutnya. 
TABEL III 
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN STRATA 
PENDIDIKAN (TAHUN 2011-2013) 
NO 
STRATA 
PENDIDIKAN 
TAHUN 
2011 2012 2013 
1 SD 433 388 261 
2 SMP 610 447 344 
3 SMA 876 793 683 
4 PERGURUAN 
TINGGI 
143 101 129 
5 ANAK PUTUS 
SEKOLAH 
728 464 369 
Jumlah 2.790 2.193 1.786 
 Sumber : Data (Pembinaan dan Operasional) SATLANTAS POLRES 
Bulukumba  
  Sebagaimana dari data yang penulis dapatkan dari sumber 
Satlantas Polres Bulukumba, menyatakan bahwa pelanggaran lalu 
lintas itu di dominasi oleh pelajar SMA dan Anak Putus Sekolah, 
diperkiran umur anak pelaku pelanggaran tersebut sekitar 17 tahun. 
Terbukti dari data tabel di atas menyebutkan bahwa Pelanggaran lalu 
lintas berdasarkan Strata Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar pada 
tahun 2011 terdapat 433 kasus pelanggaran, pada tahun 2.012 
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terdapat kasus pelanggaran sebanyak 388 sedangkan pada tahun 
2013 menurun hingga 261 kasus pelanggaran.  
  Begitu pula kasus pelanggaran yang terjadi berdasarkan 
strata pendidikan di tingkat SMP ada 610 kasus di tahun 2011, 447 
kasus di tahun 2012 dan 434 kasus di tahun 2013. Dapat kita lihat 
bahwa di umur sederajat SMP ini kasus pelanggaran itu sudah mulai 
meningkat, faktor penyebab meningkatnya kasus tersebut juga 
dipengaruhi oleh proses tumbuh kembangnya jiwa seorang anak 
dalam pencarian karakter mereka masing-masing yang tanpa 
pengawasan orang tua. 
TABEL IV 
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
JENIS KENDARAAN (TAHUN 2011-2013) 
NO 
JENIS 
KENDARAAN 
TAHUN 
2011 2012 2013 
1 MOBIL 524 294 213 
2 MOTOR 2.266 1.899 1.573 
Jumlah 2.790 2.193 1.786 
 Sumber : Data (Pembinaan dan Operasional) SATLANTAS POLRES 
Bulukumba  
  Dari hasil observasi kami, penulis menyimpulkan bahwa 
melihat presentase mayoritas pelanggaran dan jumlah kendaraan 
yang ada di Kabupaten Bulukumba ini di dominasi oleh kendaraan 
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bermotor, yang mana kendaraan bermotorlah yang memonopoli laju 
perkembangan kasus pelanggaran tersebut.  
  Dan jika dihubungkan dengan jenis kendaraan dan pelaku 
pelanggar lalu lintas disimpulkan bahwa sebahagian besar anak yang 
melanggar peraturan lalu lintas di dominasi oleh anak yang berumur 
sekitar 17 tahun dengan menggunakan kendaraan bermotor. 
Dibuktikan dengan data di atas bahwa : Pengendara dengan 
menggunakan kendaraan mobil tercatat hanya 524 kasus 
pelanggaran lalu lintas di tahun 2011, pada tahun 2012 pelanggaran 
lalu lintas sebanyak 294 kasus, dan pada tahun 2013 terdapat 213 
kasus pelanggaran berlalu lintas. Sedangkan kasus pelanggaran lalu 
lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor pada tahun 2011 
sebanyak 2.266 kasus, 1.899 kasus pelanggaran di tahun 2012 dan 
ada 1.573 pelanggaran yang terjadi pada tahun 2013 dengan Total 
pelanggaran dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013 sebanyak 5.738 
kasus pelanggaran bermotor. 
  Presentase pelanggaran yang terjadi dari tahun ke tahun, tak 
dipungkiri sudah ada sedikit perubahan dengan adanya penurunan 
angka pelanggaran tersebut meskipun masih minim. Akan tetapi, kita 
pun sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulukumba jangan terlalu 
bangga dengan penurunan angkat tersebut, karena jika kita melihat 
jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2013 di Kabupaten Bulukumba 
masih tergolong sangat besar. Secara sadar, upaya penanggulagan 
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pelanggaran tersebut masih sangat di perlukan sebagai tindak lanjut 
pengamalan preventif di masyarakat. 
TABEL V 
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN JENIS 
PELANGGARAN (TAHUN 2011-2013) 
NO 
JENIS 
PELANGGARAN 
TAHUN 
2011 2012 2013 
1 Rambu / Marka 262 217 146 
2 Kelengkapan 863 395 230 
3 Surat-Surat 1.591 1.209 1.120 
4 Lain-Lain 476 346 306 
Jumlah 2.790 2.193 1.786 
 Sumber : Data (Pembinaan dan Operasional) SATLANTAS POLRES 
Bulukumba  
  Variasi jenis pelanggaran yang terjadi di Kabupaten 
Bulukumba cukuplah beragam diantaranya jenis pelanggaran Rambu 
jalan / Marka, Kelengkapan, Surat-Surat yang berkenaan dengan 
kendaraan dan lain-lain. 
  Dari keterangan data di atas dapat diuraikan sebagai berikut 
: Jenis Pelanggaran Rambu / Marka pada Tahun 2011 sebanyak 262 
kasus, 217 kasus pelanggaran di Tahun 2012 dan ada 146 kasus 
pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2013. Kemudian pada jenis 
pelanggaran Kelengkapan di tahun 2011 terdapat 863 kasus 
pelanggaran, 395 kasus pelanggaran pada tahun 2012 dan sebanyak 
230 kasus pelanggaran di Tahun 2013. Adapun jenis pelanggaran 
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berkenaan dengan pelanggaran surat-surat berkendara terdapat 
1.591 kasus di Tahun 2011, 1.209 kasus pelanggaran di Tahun 2012 
dan ada 1.120 kasus pelanggaran pada Tahun 2013. Sedangkan jenis 
kasus pelanggaran selain dari yang disebutkan di atas mencapai 476 
kasus pelanggaran di Tahun 2011, 346 kasus pelanggaran pada 
Tahun 2012 dan ada 306 kasus pelanggaran pada Tahun 2013. 
  Dari beberapa Jenis pelanggaran yang penulis cantumkan, 
jenis pelanggaran surat-suratlah yang mendominasi timbulnya kasus 
pelanggaran tersebut yang mana jumlah kasus pelanggarannya dalam 
waktu tiga tahun sebanyak 3.920 kasus pelanggaran. Menurut hemat 
penulis, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas 
tersebut diantaranya timbulnya “ketidakdisiplinan” pelaku pengendara, 
“kealpaan/lupa” membawa surat-surat perlengkapan kendaraan, 
“ketidaktahuan” atau kurangnya pemahaman pelaku pengendara 
tentang peraturan berlalu lintas, minimnya “Sarana / prasarana jalan”, 
dan seringnya melakukan “kelalaian” dalam berkendara. 
   
B. Faktor  Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas (LANTAS) 
oleh Anak di Kabupaten Bulukumba 
 
  Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polres 
Bulukumba, konsentrasi penulis dalam hal ini ingin memaparkan 
kasus pelanggaran yang terjadi pada anak. Penulis pun tetap 
menyuguhkan pemaparan gambaran secara gamblang tentang 
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informasi, implikasi dan faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran 
tersebut. 
  Secara umum kasus pelanggaran lalu lintas itu terjadi 
didominasi oleh anak-anak yang mulai berumur 10 sampai 17 tahun. 
Akibat terjadinya pelanggaran berlalu lintas, penulis menemukan 
beberapa faktor penyebab di antaranya : Indiscipline Factor (faktor 
ketidakdisiplinan), Faktor Kealpaan/Lupa, Ignorance Factor (faktor 
ketidaktahuan), Faktor Kelalaian dan Faktor Sarana/Prasarana Jalan. 
  Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan faktor-faktor 
penyebab terjadinya pelanggaran tersebut sebagai berikut : 
 a. Indiscipline Factor (Faktor Ketidakdisiplinan) 
   Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya 
peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara 
mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak 
terjadi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bulukumba. Menurut 
Brigadir A. Samparaja “ketidakdisiplinan pengendara disebebkan 
karena jarak yang mereka tempuh untuk mengendara tidak terlalu 
jauh sehingga pengendara tersebut kadang tidak memakai 
perlengkapan kendaraan seperti memakai helm dan tidak 
membawa surat-surat seperti SIM dan STNK”. (Wawancara, 
tanggal 10 Februari 2014) 
71 
 
 
   Selain itu pelanggar kadang menerobos traffic light dan 
tidak memperhatikan bahwa ada polisi yang berjaga di sekitar 
traffic light tersebut. 
   Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa seorang pengendara hanya mematuhi 
peraturan lalu lintas apabila ketika melihat polisi yang sedang 
berjaga ataupun berpatroli di jalanan. Pengendara juga kadang 
tidak memakai helm dan membawa perlengkapan surat-surat 
seperti SIM dan STNK apabila jarak tempuh tujuan relatif dekat 
dari rumahnya. Faktor ketidakdisiplinan inilah yang paling banyak 
dilakukan oleh pengendara di Kabupaten Bulukumba. 
 b.  Faktor Kealpaan/Lupa 
   Sebagai seorang manusia tentu kita pernah melakukan 
khilaf atas apa yang telah diperbuat. Tanpa terkecuali terhadap 
pelanggaran lalu lintas yang juga kebanyakan pengendara 
melupakan hal-hal penting dalam berlalu lintas seperti lupa 
membawa SIM dan STNK karena karena terburu-buru. Menurut 
Brigadir A. Samparaja, faktor penyebab pelanggaran ini 
dikarenakan faktor kealpaan sehingga lupa membawa surat-surat 
kendaraan. (Wawancara, 10 Februari 2014). 
 c.  Ignorance Factor (Faktor Ketidaktahuan) 
   Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga 
dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam 
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berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai 
pelanggaran lalu lintas yagn diatur dalam Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu LIntas dan Angkutan Jalan. Untuk 
mengetahui hal tersebut tidak hanya dengan membaca tetapi juga 
diperluka pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas. 
Seperti contoh, diharuskan memakai sabuk pengaman bagi 
pengendara roda empat dan memakai helm bagi pengendara roda 
dua. 
   Ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang 
melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak 
mengetahui peraturan dan marka/rambu lalu lintas. Seperti 
contoh, seorang pengendara melintasi jalan yang sudah jelas 
terdapat larangan untuk melintas. 
   Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pelanggaran 
lalu lintas banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas. 
 d.  Faktor Kelalaian 
   Dalam hal berlalu lintas, faktor kelalaian merupakan salah 
satu faktor yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
Karena akibat dari kelalaian tersebut dapat menyebabkan 
kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya, 
pengendara yang ngebut di jalan raya dapat mengakibatkan 
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kecelakaan yang merugikan dirinya sendiri yang mungkin pula 
dapat berimbas kepada pengguna jalan lain. 
 e. Faktor Sarana/Prasarana Jalan 
   Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan 
berlalu lintas di jalan bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor 
ketidakdisiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman, 
dan faktor kelalaian, tetapi juga disebabkan oleh sarana dan 
prasarana yang mendukung proses dalam berlalu lintas. 
   Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik, marka/rambu 
jalan maupun alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light) yang 
kurang baik ataupun rusak yang menyebabkan banyak 
pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 
 
C. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan 
oleh Anak di Kabupaten Bulukumba 
  Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak 
pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seseorang yang 
melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat 
(walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). 
Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah 
seseorang yang lalai di dalam membataso penyalahgunaan hak-
haknya. 
  Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati 
pengemudi bahwa di hadapannya terdapat tikungan yang berbahaya, 
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akan dapat mencegah kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi 
pengemudi, juga merupakan salah satu cara menangani para 
pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar 
dengan adalah sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan 
suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah 
menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di 
dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kalau tidak, maka 
kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran yang mengakibatkan 
kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang. 
  Untuk itu upaya penanggulangan pihak Satlantas Polres 
Bulukumba melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya 
preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak 
dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan 
ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu kepolisian juga 
mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan 
patrol rutin kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Bulukumba 
menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan 
melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan 
kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan 
bermotor. Menurut Brigadir A. Samparaja (wawancara, 10 Februari 
2014) upaya-upaya penanggunalangan pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan Satlantas Polres Bulukumba yaitu upaya preventif dan 
upaya represif, dengan penjelasan sebagai berikut : 
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 1. Upaya Preventif 
   Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak 
Satlantas Polres Bulukumba guna mencegah terjadinya 
pelanggaran lalu lintas yaitu : 
  a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan 
kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat 
atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu 
kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti lutas pengaturan 
lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur 
lalu lintas di jalan umum. 
  b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu pengawasan lalu lintas 
pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan 
terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan 
terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu 
lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur 
yang berlaku. 
  c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu 
lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi 
ke sekolah-sekolah. 
  c. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan 
terhadap pelanggaran marka jalan. 
  d. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau 
penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas 
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serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa 
mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga 
mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas. 
  e. Meningkatkan penjagaan terutama di daerah rawan 
pelanggaran dan rawan kecelakaan. 
  f. Satlantas Polres Bulukumba juga memberikan tindakan 
hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman 
ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar 
supaya dikemudian hari masyarakat akan berfikir untuk tidak 
melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. 
 2. Upaya Represif 
   Adapun kegiatan Satlantas Polres Bulukumba dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif 
adalah sebagai berikut : 
  a. Tilang 
   Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri 
adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk 
menghadiri siding di pengadilan negeri, serta sebagai tanda 
bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian 
dari pelanggar. 
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  b. Penyitaan 
   Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau 
mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan 
Surat Izin Mengemudi (SIM). 
  c. Teguran 
   Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor 
yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan 
melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat 
surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan 
pelanggaran lagi 
  Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan 
juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam 
hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan 
pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan 
peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran. 
  Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak 
Satlantas Polres Bulukumba kepada masyarakat sebagai upaya untuk 
mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana 
kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan 
dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang 
saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa 
yang ditujuan akan tercapa sesuai dengan tujuan kepolisian 
khususnya Satlantas Polres Bulukumba. Tujuan untuk 
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mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah 
terganggu dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas. 
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BAB  V 
P E N U T U P 
 
 
A. Kesimpulan 
  Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam wilayah 
hukum Polres Bulukumba tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 
Dengan demikian penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari 
hasil penelitian yang yang dilakukan antara lain : 
 a. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran yang 
dilaukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Bulukumba 
adalah faktor ketidakdisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, 
sarana/prasarana jalan dan kelalaian. 
 b. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya 
preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya 
preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum 
mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu 
lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukan tindakan 
berupa teguran, penyitaan dan penilangan. 
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B. Saran 
  Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis 
lakukan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 
berikut : 
 1. Melihat pada angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan, maka dengan ini 
pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam menegakkan aturan 
dalam berlalu lintas agar tahun-tahun berikutnya jumlah 
pelanggaran semakin berkurang sehingga tercipatnya masyarakat 
yang patuh dan taat terhadap aturan berlalu lintas. 
 2. Upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah harus 
ditingkatkan mengingat angka pelanggaran yang dilakukan oleh 
anak masih sangat tinggi. 
 3. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar yang tidak 
patuh terhadap aturan. 
 4. Diharapkan pemerintah menambah dana yang dianggarkan demi 
terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan kepolisian. 
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